
Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 6 Tahu 1983 tentsng
Ketentuan Urnum dan Tata Care Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan

Undang-undang Nomor14 Tahun 2002 tentsng Pegadilan Pa'ak

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Rl

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

DiJakarta Pusat

Dengan hormat,

Saya yang beltandatangan of bawah in I,
Nama Cuaca, SH. , MH

Pekerjaan Swasta

Warga Negara Indonesia

A1amat Jalan Bukit Golf N No. 6 RT/RW 00/10/4 Poris PIawad Indah,
Cipondoh, Kota Tangerang
0813/8430f80

cuacabangun@ginail. coin

Untuk selanjutnya disebut dengan "PEMOHON".

Jakarta 15 Mei 2017

Nomor Telepon

Email
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Pemohon dengan jin mengajukan Permohonan Pengujian Pasa1 32 ayat (3a) Undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpa'akan

sebagaimana telah bebe rapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2009 (seianjutnya disebut UU KUP) yang berbunyi: '^, ersyaratan serfa pelaksanaan hak
dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur den an atau

berdasarkan eraturan MeriteriKeuan an" dan pengujian Pasa1 34 ayat(2c) Undang-
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undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadi!an Pajak (seianjutn a disebut UU
Pengadilan Pajak) yang be to unyi: "untuk menjadikuasa hukum harus of enuhis aret-
syarat sebagai berikut:.... c).

Undang-undang Dasar Tahun 1945 (seianjutnya disebut UUD 1945).

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa pasa1 24 ayat(2) UUD 1945 (P-I), menyatakan:"Kekuasaan kehakiman

of Iakukan o1eh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradi/an yang dibawahn a
daiam lingkungan peradi/an urnum, lingkungan peradilan againa, lingkungan
peradilan in1'1^Ier, lingkungan peradilan fate usaha negara, dan o1eh sebuah
Mahkamah Konst^Iusi".

Bahwa beadasarkan ketentuan Pasa! 24C ayat(,) UUD 1945 (P-,) menyatakan
bahwa: "Mahkamah Konstitusi' benayenang mengadi/I' pada tihgkat pertaina dan
terakhiryang putusannya bersifati7nal untok mengt!17 Undang-Undang techadap
Undang-Undang Dasar, meinuruskan pembubaran partai p01^11k, dan meinutus
perselisihan tentang hasi/pemi/Ihan urnum"

3. Bahwa kernudian ketentuan Pasal lO ayat (I) huruf a Undang~Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(untuk selanjutnya disebut
UU MK (P-4)) menyatakan:"Mahkamah Konstitusi bellA/enang mengadi/I pada

tingkat pertaina dan terakhir yang putusannya belsii'19t fiha4 untuk. ' (a) mengu/I
Undang-Undang techadap Undang~Undang Dasar Negara Repub/Ik Indonesia
Tahun 7945".

4. Mahkamah Konstitus merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
meiniliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi beadasarkan

kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan o1eh peraturan perundang-
undangan. Apabila undang-und^;rig yang dibentuk bertentangan dengan

Konstitusi atau Undang-undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dapat

meinbatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian

perpasalnya. Seiain itu, MahKamah Konstitusijuga beMenang memberikan

ers aratan lain

2.

an diteta kan o1eh Meriteri"terhadap
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penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasai-pasal undang-undang a aT
berkesesuaian dengan nilai-mai konstitusi.

Bahwa meIalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasa1 32 a at
(3a) UU KUP (P-2) yang berbunyi: 'tiersyaratan selfa pelaksanaan hak dan

kewe^liban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dengan atau

berdasarkan peraturan Meriteri Keuangan" dan pengujian Pasa1 34 ayat(2c)
UU Pengadilan Pajak yang berbunyi: "untuk menjadi kuasa hukum barus

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:.... c). persyaratan lain yang

of totapkan o1eh Meriteri', terhadap Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945 (P-I) yang
be to unyi: "setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adjlsertaperlakuan yang sama dihadapan hukum".

6. Beadasarkan hal-haltersebut diatas, inaka Mahkamah Konstitusi bemyenang
untuk memeriksa dan pengadili permohonan a quo.

Kedudukan Pemohon (Legal Standing)

,. Bahwa Pasa! 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi(P-4) menyatakan bahwa para pemohon ada!ah pihak

yang menganggap hak dan/atau kewenangan Konstitusiona!nya dirugiKan o1eh

berlakunya undang-undang, yaitu:

a. PeroranganWNl;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang

diatur datam undang~undang;

c. Badan hukum publik dan privat, atau;

d, Lembaga negara

5.

11 .

2. Penjelasan Pasa1 51 ayat(I) UU MK (P-4) menyataKan bahwa:"Yang dimaksud

dengan "hak konst^fusional" adalah hak-hak yang diaturdalam Uuo f945".

3. Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU"1/1/2005 (P-6)

tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/1PUU-V/2007

tangga1 20 September 2007, serta putusan-putusan se!anjutnya, Mahkamah
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beroendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusionaln a
sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 51 ayat(I) UU MK, harus memenuhilima
syarat, yaitu:

a. Adanya hak konstituional pemohon yang diberikan o1eh Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

b. Hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap o1eh pemohon telah
dirugikan o1eh suatu undang-undang yang diuji.

c. Kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau
khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan tenadi.

d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang
yang dimohonkan untuk dinji.

e. Kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan inaka

kerugian konstitusional yang did alilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi.

4. Bahwa seiain Iima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945, yang ditentukan dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 0221PUU-XII/2014 (P-7), disebutkan bahwa "warga

masyarakat pembayarpajak (tax payei) dipandang meminkikepent^^gan sesuai

dengan Pasa1 57 Undang~undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Hallni sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan

sebaliknya "no participation without tax". 01tegaskan Mahkamah Konstitusi

"seti^p Warga Negara pembayar pal'ak meinpunyai hek konstitusiona/ untuk

meinpersoalkan setiap undang-undang".

5. Bahwa kedudukan Pemohon da!am mengajukan permohonan uji materil ini,

yaitu sebagai warga negara Indonesia dan pembayar pajakANajib Palak

dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (P-,,). Pemohon meiniliki

hak Konstitusional untuk menunjuk Kuasa, didampingi atau diwakili Kuasa dalam

pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Pemohon/Wajib Palak. Hak tersebut

dapat dilihat daiam Pasa1 32 ayat(3) UU KUP (p-2) yang menyebutkan: "018ng

pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan sumt kuasa
Page 4 of 1.9
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khusus untuk menialankan hak dan memenuhi kewajTban sesuai den an
ketentuan peraturan perundang-undangan perpa/'akan" dan Pasa1 34 ayat (1)
UU Rengadilan Pajak (P-3): "Pare pihak yang belsengketa masing-masing
dapat didampingi atau diwakili o1eh satu atau Iebih kuasa hukum den an

Surat Kuasa Khusus". Hak tersebut merupakan peru/ujudan Undang-undang
Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, meIindungi hak~hak setiap warga
negaranya sebagaimana diatur daiam Pasa1 280 ayat (1) UUD 1945 (P-I)
berbunyi:"setiap oreng berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adjlse, taperIakuan yang sama dihadapan hukum"

Bahwa Pemohon sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia dan

warga masyarakat Indonesia pembayar palak atau Wailb Pajak, beranggapan

bahwa ketentuan yang dinji materil Pemohon yaitu Pasa1 32 ayat (3a) UU KUP

dan Pasa1 34 ayat (2c) UU Rengadilan Pajak tidak sesuai atau bertentangan
dengan Pasa1 280 ayat(,) UUD 4945.

Pasa1 32 ayat(3a) UU KUP (P-2) berbunyi:

'^, ersyaratan seita pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana

dimaksud pada ayat(3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Meriteri

Keuangan".

6.

Pasa1 32 ayat(3) UU KUP (P-2) berbunyi:

"oreng pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan suret

kuasa khusus untuk menialankan hak dan memenuhi kewaj'Iban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan"dan;

dan Kernudian Pasa1 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak (P-3), yang berbunyi:

"untok menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

a.

b

..,.,.,

,.,....

I
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c. Persyaratan lain yang ditetapkan oreh Mentori. "

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materil Pemohon tersebut

merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu hak untuk
menunjuk Kuasa, didampingi atau diwakili o1eh Kusa Hukum yang bebas,
inaridiri dan benanggungjawab dalam meIaksanakan kuasa Pemohon sesuai

dengan peraturan perpajakan. Timbuinya kerugian atau potensi kerugian
Pemohon tersebut diakibatkan adanya kewenangan inutlak/absolut Meriteri

Keuangan untuk menentukan persyaratan serta petaksanaan hak dan kewajiban
Kuasa.

7

8. Bahwa daiam mencari keadilan daiam pelaksanaan hukum perpajakan,

Pemohon berhak menunjuk Kuasa untuk mendampingi, memberi riasehat

dan/atau mewakili Pemohon/Wajib Pajak, sementara Kuasa Hukum tersebut

torikat atas kewenangan Meriteri Keuangan. Halini mengakibatkan Kuasa

Hukum Pemohon tidak dapat secara Ieluasa atau bebas meIakukan setiap

tindakan atau upaya da!am menialankan hak dan kewajiban Kuasa, karena

dibayang-bayangi kewenangan Meriteri Keuangan. Kewenagan Meriteri

Keuangan tersebut dapat atau berpotensi digunakan untuk mengintervensi

independensi Kuasa yang ditunjuk o1eh Reinohon untuk mewakili hak dan

kewajiban Pemohon dibidang perpajakan, baik dipengadilan Palak. Halini

mengakibatkan tidak netralnya seorang Kuasa dalam meIaksanaan hak dan

kewajibannya dalam mewakili Reinohon/Wailb Pajak sehingga merugikan

pemberi kuasa. Selain itu, undang-undang yang dinji materi! Pemohon

menempatkan Kedudukan Meriteri Keuangan Iebih tinggi atau superior atas

Kuasa Hukum/Wajib Pajak. Padahal bahwa daiam haltedadj perkara/sengketa

perpajakan balk didalam atau diluar Pengadilan Pajak, antara Reinohon atau

Kuasa Hukum dengan Meriteri Keuangan chiamin o1eh Konstitusi meinpunyai

kedudukan yang sama dihadapan hukum.

I-. Page 6 of ,. 9
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9. Dengan demikian, berdasarkan perilelasan tersebutdiatas, Pemohon 'I'k'
Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan on materil
ini ke Mahkamah Konstitusi.

1/1. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasa1 32 A at
(3a) Undang-undang KUP dan Pasa! 34 ayat (2c) Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 Tentsng Pengadilan Pajak

I. Bahwa Pasal I ayat (2) UUD 1945 (P-I) menyatakan: "Kedaulatan bereda
ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar"
Beadasarkan ketentuan tersebut, sangatje!as terlihat bahwa pelaksanaan hak
dan kewajiban rakyat ditentukan o1eh rakyat sendiri dan dilaksanakan meIalui

Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perudang-undangan lainn a.
Kedaulatan tersebut merupakan hak asasi setiap irisan rakyat indonesia. 01eh
karena itu, perundang-undangan dan pelaksanaannya (hukum) tidak boleh
beF1entangan dengan kedaulatan yang me Iekat pada dirirakyat.

2, Bahwa Negara hukum merupakan negara dimana penguasa atau pemerintah
sebagai penyelenggara negara dalam meIaksanakan tugas keriegaraannya
terikat atau dibatasi pada peraturan/hukum yang beFlaku. Pembatasan

pelaksanaan kekuasaan ini merupakan prinsip utama dalam negara hukum,
adapun tujuannya yaitu untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari
penguasalpemerintahan, Ciri-ciri negara hukum yaitu: adanya pengakuan
torhadap hak-hak asasi inariusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan
berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan administrasi, Negara
Indonesia ada!ah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal I Ayat (3)
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan
tegas berbunyi (P-,) : "Negara Indonesia ada/ah Negara Hukum". Negara
Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum mengakui,
menjamin dan meIindungi hak asasi inariusia. Salah satu bentuk pengakuan,
jaminan dan perlindungan hak asasi inariusia yaitu menjamin persamaan atau

sederajat bagi setiap orang dihadapan hukum (Equality Before The Law)

,, ll. . Page 7 of 1.9
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sebagaimana diatur dalam Pasa1 280 ayat (1) Undang~undang Dasar Tahun
1945 (P"I) yang berbunyi: "setiap Drang berhak atas pegakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adjlserta perlakuan yang sama
dihadapan hukum"

3. Daiam rangka usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan kedaulatan

rakyat dalam pelaksanaan perpajakan, konstitusi mengamanatkan dalam Pasal

23A UUD 1945 (P-I) yang berbunyi: '17ajak dan pungutan lain yang beratat
meinaksa untuk keper/uan negara di^tur dengan undang-undang". Bahwa

berdasarkan ketentuan ini, perpajakan sebagai sumber pendapat negara yang

vital diatur o1eh undang-undang. Halini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan

hak dan kewajiban baik Pemerintah in aupun Wajib Pajak dalam meIaksanakan

perpajakan. Karena sitst pungutan pajak yang meinaksa tersebut, dapat

menimbulkan penyalahgunaan kewenangan o1eh pemerintah dalam

pelaksanaan pemungutan pajak, sehingga harus diatur datam ketentuan atau

undang-undang khusus perpajakan, tanpa menghi!angkan unsur kedaulatan

rakyat.

4. Bahwa daiam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang bersifat meinaksa,

tidak dapat dipungkiri atau dihindari akan timbul permasalahan atau sengketa

dibidang perpajakan. Adanya kekuasaan dan kepentingan bagiinstansi yang

mengeluarkan keputusan dibidang perpajakan tersebut rawan atau berootensi

tenadi Konflik kepentingan (kooflik interest), rawan atau berpotensitimbulnya

penyalahgunaan kewenangan, rawan atau berpotensi menghilangkan unsur

kedaulatan rakyat. Sementara disisilain Wajib Pajak kurang meiniliki

pengetahuan tentang hukum perpajakan. Sehingga Rotensiterjadinya rasa

ketidakadilan bagi Wajib PajaK akibattindakan pemerintah didalam pelaksanaan

undang-undang perpajakan harus dise!esaiakan meIalui suatu Lembaga yang

independent, bebas dan campur tangan pihak inariapun yang khusus

menangani perkara/sengketa pajak yaitu Pengadilan Palak. Bahwa berdasarkan

Pasa1 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengadilan Palak (P-3)

menyebutkan: "Pengadilan Pailak adalah badan peradilan yang
Page 8 of 19
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meIaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wailb P, ^Iak atau penanggung
Palak yang mencari keadilan. techadap Sengketa Palak". Ketentuan jin

menciptakan kepastian hukum dan memenuhirasa keadilan karena Pengadilan
Pajak tersebut merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dari

intervensi dan campurtangan pihak inariapun. Reinbentukan Pengadi!an Palak
beadasarkan undang-undang merupakan salah ciri dan negara hukum dan

pelaksanaan kedaulatan rakyat, yaitu adanya peradilan administrasi. Bahwa

Pengadilan Pajak tersebut merupakan peradilan khusus yang berada di

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan meIaksanakan kekuasaan

kehakiman yang berpuncak of Mahkamah Agung,

5. Daiam kenyataan sehari-hari Reinohon/Wailb Pajak dan petugas pelaksana dari

pemerintah tidak sepenuhnya mengetahUi seiuruh peraturan perpajakan yang

mengatur hak dan kewajibannya Wajib Pajak sehingga berpotensi menimbulkan

kerugian di pihak Wajib Pajak. Untuk mewujudkan perlindungan kedaulatan

rakyat, negara perlu meIindungi dan menjamin agar pelaksanaan hak dan

kewajiban Pemohon/Wailb Pajak dapat terlaksana dengan bail< yaitu dengan

memberi hak bagi Wajib Palak untuk menunjuk Kuasa, did ampingi atau diwakili

Kuasa dalam meIaksanakan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Hak

menunjuk kuasa bagi wajib pajak dapat diiihat pada Pasa1 32 ayat (3) UU KUP

yang menyebutkan (P-2):"Orang pribadi ateu badan dapat menunjuk seorang

kuasa dengan surat kuasa khusus untuk men/'a/ankan hak dan memenuhi

dengan ketentuan peraturan perundang-undangankewajiban

pepaj'akan" dan Pasa1 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak (P-3): "Para pmak yang

hersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oreh satu atau

Iebih kuasa hukum dengan Suret Kuasa Khusus", Halini merupakan wujud

pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dan pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang mengakui, menjamin, dan meIindungi hak asasi inariusia dan dan

memberikan kepastian hukum bagiWajib Pajak.

sesuai

6. Peran dan fungsi kuasa daiam mewakili kedaulatan Wajib Pajak daiam

meIaksanakan hak dan kewajiban perpajakan memillki peran penting untuk
Page 9 of 1.9
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meIindungi dan menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib

Palak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Kuasa juga
memberIkan jasa Konsultasi perpajakan (Konsultan Palak), sebagai salah satu

usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam meinahami dan

menyadarkan hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak daiam kehidupan

bermasyarakat dan bemegara. 01eh karena itu, peranan dan fungsi Kuasa

tersebut juga meinbantu pemerintah atau Meriteri Keuangan untuk

mein perlancar pelaksanaan pemungutan pajak. Disisilain, bahwa Kuasa juga

diharapakan untuk mencari dan menegakkan kedaulatan bagi Wajib Pajak,

karena Kuasa yang mein11iki pengetahuan dan keahlian dibidang perpajakan

diharapkan dapat mewakili dan meIindungi hak dan kepentingan Pemberi Kuasa

untuk mencari dan menegakkan keadi!an sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Sehingga Kuasa juga meiniliki peran dan fungsi untuk mendampingi

atau memberikan riasehat kepada Wajib Pajak atas hak dan kewajiban Wajib

Pajak, sehingga hak-hak wajib pajak tidak dikurangi atau ditiadakan o1eh

pemerintah atau pejabat yang ditunjuk o1eh undang-undang perpajakan dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perpajakan. Dengan adanya peranan penting dari Kuasa Hukum/Konsultan

Pajak tersebut, menurut Pemohon jelaslah bahwa Kuasa Wajib Palak haruslah

beadiri bebas/independent dalam me Iaksanakan Kuasa demi me jindungi hak dan

kepentingan pemberi Kuasa, terhadap pihak inariapun termasuk pemerintah

dalam halini Mentori Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana

tugas penerimalpemungutan palak.

7. Bahwa dibalik adanya kepastian hukum atas penyelesaian sengketa pajak dan

hak bagi Wajib Pajak untuk menunjuk Kuasa, didampingi, atau diwakili kuasa

daiam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajaKannya (kedaulatannya), timbul

permasalahan bagi Reinohon yaitu adanya kewenangan eksekutif atau Meriteri

Keuangan daiam menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan

kewajiban Kuasa. Menurut Reinohon, ketentuan yang dinji materiil Pemohon

yaitu Pasa! 32 ayat(3a) UU KUP dan Pasa1 34 ayat (20) UU Pengadilan Palak

dapat atau berpotensi merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon/Wajib Pajak
1.0 of 19Page
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sesuai dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip negara hukum
yang mejindungi hak-hak asasi inariusia.

Bahwa Pasa1 32 ayat(3a) UU KUP (P-2) berbunyi:

"persyaratan serfa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana

dimaksud pada ayat(3) diatur den an atau berdasarkan eraturan Meriteri

^!!,

Kuasa yang dimaksud yaitu Pasa1 32 ayat(3) UU KUP (P-2) berbunyi:

"oreng pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan suret

kuasa k/7usus untuk menj'a/ankan hak dan memenuhi kewa/'iban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang~undangan" dan;

dan kernudian Pasa1 34 ayat (2c) UU Rengadilan Palak (P-3), yang berbunyi:

"untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:

a.

b.

c. Pers aretanlain

....,..

8.

,......

Bahwa menurut penafsiran Reinohon, ketentuan yang dinji Pemohon tersebut

memberikan kewenangan inutlak/absolut kepada Meriteri Keuangan untuk

menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta

pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk meIaksanakan kedaulatan

Pemohon/Waitb Pajak. Pemberian kewenangan yang absolut kepada Meriteri

Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban

kuasa untuk meIaksanaKan kedaulatan Pemohon berani Mentori Keuangan

berKedudukan Iebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Meriteri Keuangan telah diberi

wewenang o1eh undang-undang untuk meinbatasi pelaksanaan kedaulatan

rakyat kepada Kuasa dengan cara Meriteri Keuangan diberi kewenangan untuk

meinbuat dan menentukan persyaratan sena pelaksanaan hak dan kewajiban

Kuasa dalam menerima dan menialankan kedaulatan pemohon. joemberjan

an ofteta kan o1eh Mentori. "
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kewenangan kepada Meriteri Keuangan tersebut, berpotensi mengakibatkan
tidak terlaksanakannya kedaulatan Pemohon/Wajib Pajak datam menialankan
hak dan kewajiban Pemohon meIaiui Kuasa.

9. Meriteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaiinstansi negara
yang beMenang mewakili negara dalam meIaksanakan undang-undang
perpajakan (memeriksa Wailb Pajak, menetapkan ketetapan palak, meneliti dan

meinutus keberatan pajak (dalam tahap pemeriksaan di DJP)), dan sebagai
pihak terbanding atau tergugat pada tahap perkara pajak di pengadilan pajak,
Bahwa Sengketa/Perkara pajak baik didalam inaupun diluar Rengadilan Pajak
hanya terdapat 2 (dua) Pihak yang berperkara yaitu Wajib PajaklKuasa dan

Instansi Pemerintah yang beMenang yaitu Meriteri Keuangan oq Direktorat

Jenderal Pajak. Mentori Keuangan merupakan instansi pemerintah atau bagian
dari Kekuasaan, rawan timbul penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-

wenang, jika kewenangan atau kekuasaan itu tidak dilaksanakan atau dibatasi

dengan baik. Kewenangan yang rawan disa!ahgunaan tersebutjuga dapat di!ihat

dalam kewenangan Meriteri Keuangan yang inutlak/absolut daiam menentukan

persyaratan sena pelaksanaan hak .dan kewajiban Kuasa sebagaimana

diberikan o1eh undang-undang pada pasal-pasal yang dinji Pemohon. Meriteri

Keuangan dapat mengatur segala sesuatu berhubungan dengan persyaratan

sena pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa. Mentori Keuangan belwenang

menetapkan, menialankan, mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang

dibuatnya sehubungan dengan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban

Kuasa. Jika dilihat dan ditinjau Iebih dalam lagi, bahwa Meriteri Keuangan telah

menge!uarkan beberapa peraturan-peraturan sebagaitindak Ianjut kewenangan

yang diberikan o1eh ketentuan undang-undang yang di uji materil Pemohon.

Peraturan tersebut seperti Peraturan Mentori Keuangan Republik Indonesia

(seianjutnya disebut PMK) Nomor 2291PMK. 03/20,4 tentang Pe, rsyaratan serta

Pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa (P-8), Peraturan Meriteri Keuangan

Nomor lit/PMK. 03/20i4 tentang Konsultan Pajak (P-9) dan PMK Nomor

611PMK. 01/2042 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum of

Pengadilan Pajak (P-, 0).
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10. Bahwa meIihat Peraturan-peraturan Meriteri Keuangan tersebut meinbuktikan
betapa absolutnya kewenangan Mentori Keuangan. Jika ditelaah lagi pasal
perpasal, Peraturan Meriteri Keuangan tersebut mengatur segala ketentuan
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa, baik dari

segi syarat-syarat, ujian dan sertifikasi, menegur, meinbekukan ijin, mencabut
jin Kuasa/Konsultan Pajak, izin beracara dipengadilan (menolak, menerima dan

mencabut Izin). Halini meinperlihatKan kekuasaan dan kewenangan abso!ut

yang jelas-Ielas mengakibatkan Kuasa tidak memillki kebebasan dalam

meIaksanakan hak dan kewajibannya untuK kepentingan hak-hak
Pemohon/Wajib PajaK. Karena kedudukan Meriteri Keuangan memilki
kekuasaan/kewenangan yang superior dibanding dengan Kuasa Hukum dalam

pelaksanaan peradilan pajak. Sebagai contoh bukti bentuk kewenangan absolut
Mentori Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak yaitu tentang Pencabutan izin

PraKtek sebagaimana dialur daiam PMK Nomor 11/1PMK. 03/20t4, Pasa1 26

tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik yang berbunyi(P-9):

Direktorat Jenderal Pal'ak atau pel'abat yang ditun/'uk bemyenang memberIkan

toguran teltuli^, menetapkan pembekuan Izin prektik, dan menetapkan

pencabutan Izin prektik"

,,

Pasa1 29 ayat (1) huruf j: "pencabutan Izih praktek sebagai'inaria dimaksud

daiam pasa1 26 ditetapkan dalam hal. ' I'. Konsultan Palak memberIkan I'asa

Konsultasi dihidang perut^I'akan tidak sesuai dengan peraturan perundang.

undangan perpe^Iakan sebagaimana dimaksud daiam Pasa123 hurufa'I

Pasa1 23 huruf a:"Konsultan Pal'ak .' a. memberIkanjasa konsultasikepada wailb

pal'ak datam me18ksanakan hak dan memenuhi kewaj'Iban peruaj'akan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perue!Iakan;"

MeIihat pengaturan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak diberi

kewenangan untuk mencabut Izin Konsultan pajaK, daiam hal Konsultan pajak

tidak memberikan jasa konsultasi yang tidak sesUai dengan peraturan
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perundang-undangan. Pengaturan ini bersifat multitafsir dan cakupannya Iuas,
vian ,Iva, \ Se, ,aruSR"a Dire'ktor, + I~,-, e-~I FD, :_,, ..___ __ _ _, ,

tidaknya Iasa konsultasi pajak yang diberikan. Bahwa yang bemienang
menentukan sesuai atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan yang
melanggar peraturan perundang-undang adalah Iembaga peradilan karena
perbuatan yang dianggap tidak sesuai tersebut haruslah dibuktikan terlebih

dahulu. Hukum pembukian hanya dapat dilaksanakan dalam suatu mekanisme

atau sistem peradilan. Sementara dalam hallni, Meriteri Keuangan cq Direktorat

Jenderal Palak dapat dengan Ieluasa menyatakan suatu perbuatan yang
dianggap melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa did asari

suatu pembuktian. Sehingga menurut Reinohon halini berpotensi disalahgunaan
o1eh DireKtorat Jenderal Pajak untuk menginten/ensi kuasa atau Konsultan

Palak dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dan yang paling dirugikan
adalah Pemohon/Wajib Pajak yang menunjuk dan mein percayakan kuasa dalam

meIaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya.

I I . Kernudian berdasarkan penalaran yang wajar dan masuk akal, Mentori

Keuangan dengan kewenangannya dapat atau berpotensi sewaktu-waktu

mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai
persyaratan serta pelaKsanaan hak dan kewajiban Kuasa untuk tujuan

mengintervensi Kuasa Hukum yang ditunjuk o1eh PemohonlWajib Palak. Potensi

penyalahgunaan kewenangan o1eh Meriteri Keuangan adalah wajar dapat

dilakukan untuk memberikan tekanan atau intervensiterhadap Kuasa Hukum

Wajib Palak dalam meIaksanakan hak dan kewajiban Kuasa. Halinitentunya

mengakibatkan Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak tidak dapat secara bebas

meIaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kernampuan dan keahliannya

dibidang perpajakan, karena setiap pelaksanaan tugasnya selalu dibayang-

bayangi kewenangan Meriteri Keuangan tersebut. Dilain sisi, bahwa Wajib Pajak

telah meinpercayakan pelaksanan hak dan kewajiban perpajakannya kepada

Kuasa yang dianggap mein 11iKi kernampuan atau keahlian dibidang perpajaKan.

Menurut Pemohon, pelaksanaan Kuasa yang diberikan o1eh Wailb Pajak adalah

,^^.
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wajar timbul potensitidak independent/netral daiam meIaksanakan to asn a

sebagai kuasa untuk me jindungi hak-hak dan kepentingan pemberi kuasa.

12. Kuasa yang tidak netral atau berpotensitidak netral dalam menialanKan Kuasa
tentunya sangat merugikan kepentingan atau hak Pemohon/Wailb Pajak untuk
mencari keadilan atas suatu perkara/sengketa pajak. Padahal, Wajib Pajak
berhak untuk didampingi atau diwakili o1eh Kuasa Hukum yang meiniliki

kernampuan dan Keahlian dibidang perpajakan, sena bebas dari campurtangan
atau intervensi pihak inariapun, untuk menjamin netralitas pelaksanaan hak dan

kewajiban Kuasa Hukum Wajib Palak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Wajib Pajak
dan Meriteri Keuangan mein11iki kepentingan yang bertolak belakang, karena
Pemohon/Wailb Pajak mengharapkan pembayaran pajak yang seminimal

inungkin, sementara Meriteri Keuangan mengharapkan pemasukan/

pembayaran palak yang setinggi-tingginya. Sehingga halini menimbulkan

sengketa/perkara perpajakan baik diluar pengadilan hingga ke dalam
Pengadilan Pajak.

13. Atas dasar adanya kewenangan Mentori Keuangan yang mengatur persyaratan

serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, menurut Reinohon undang-undang

yang dinji materit telah menempatkan kedudukannya Meriteri Keuangan Iebih

tinggi atau superior atas kedaulatan Wajib IDajak/Kuasa Waitb Pajak. Karena

Meriteri Keuangan meminki kewenangan menentukan persyaratan serta

pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak, padaha! Kuasa Wajib Pajak

merupaKan lawan perkara Meriteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Palak di

Pengadilan Pajak. Sehingga menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal yang

dinji materil Pemohon telah bertentangan atau tidak sesuai dengan Konstitusi

yang menjamin hak setiap orang sama atau sederajat dihadapan hukum.

14. Bahwa daiam sistem peradilan Indonesia, diakui keberadaan kuasa hukum yang

meiniliki profesionalisme dalam menialankan fungsi dan peran da!am

pelaksanaan peradilan yang dialur da!am ketentuan peraturan perundang-

undangan. Reinohon dalam perkara a quo mein banding kan Kuasa Hukum Wajib
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Palak dengan Profesi Kuasa Hukum yang diakui dalam sistem peradilan
Indonesia, yaitu Advokat yang diatur dalam Undang-undang Nomor f8 Tahun
2003 tentang Advokat.

15. Bahwa fungsi dan peran ProfesiAdvokat dengan Kuasa Wajib Pajak/Konsultan
Pajak dalam pelaksanaan peradilan adalah sama yaitu bertindak untuk dan atas

nama pemberi Kuasa dan memberikan riasehat hukum tentang perkara yang

dihadapi. Bahwa profesi Konsultan Pajak hanya khusus untuk beracara di

Pengadilan Pajak, sementara Advokat dapat meIaksanakan Kuasanya untuk

setiap Iembaga peradilan kecuali Pengadilan Pajak. POSisi atau kedudukan,

peran, dan fungsi Kuasa Wajib PajaK dan Advokat dihadapan persidangan

pengadilan adalah sama yaitu memberikan pendampingan, bantuan hukum atau

riasehat hukum mewakili pemberi Kuasa atas perkara yang dihadapi Wailb

Pajak, serta menialankan Kuasa yang diberikan o1eh pemberi kuasa.

16. Bahwa atas kesamaan fungsi dan peran profesi Advokat dengan Konsultan

Pajak selaku Kuasa Hukum dalam pelaksanaan profesinya balk didalam

inaupun diluar peradilan, inaka kedudukan Kuasa atau profesi Konsultan Pajak

haruslah sama dengan kedudukan Advokat dalam SIStem hukum Indonesia.

Dengan meinperhatikan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi Advokat

dalam peradilan, berbeda dengan Pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi

Kuasa Hukum atau Konsultan Pajak. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat

harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasa1 2, Pasa1 3

dan, Pasa1 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (P-5).

Dengan meinperhatikan ketentuan tersebut, tidak terdapat suatu unsur atau

norma yang memberikan kewenangan kepada pihak inariapun atau instansi

pemerintahan seperti Meriteri Hukum dan HAM, instansi penegak hukum seperti

Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian untuk menentukan persyaratan

menjadi Kuasa Hukum/Advokat. Halini berbanding terbalik dengan profesi

Konsultan Pajak/Kuasa Hukum Wajib Pajak, karena undang-undang yang

dimohonkan untuk dinji materiilini memberIkan kewenangan kepada Meriteri

Keuangan untuk menentukan persyaratan sebagai Kuasa HUKum atau
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Konsu!tan Pajak. Padahal Kuasa Hukum/Konsultan Pajak dan Mentori
Keuangan adalah para pihak yang beroerkara/bersengketa di Direktorat
Jenderal Pajak dan/atau pengadi!an palak.

17 Bahwa Advokat sebagaimana disebutKan dalam Konsideran

Nomor18 Tahun 2003 Tentang Advokat(P-5) menyebutkan:
"Menimbang. ' by memerlukan profesi Advokat
bertan

adjl, dan meminki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan damm

menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi inariusia"; dan c)
bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, inaridiri, dan beltanggung I'awab
dalem menegakkan hukum, perlu djjamin dan dinndungi o1eh undang-
undang demiterselenggaranya upayapenegakan supremasihukum'I

un 'awab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur,

Profesi Advokat ditempatkan sebagai profesi yang bebas, inaridiri dan

bertanggungjawab daiam menegakkan hukum, chiamin dan dinndungi o1eh
undang-undang. Bagaimana dengan Profesi Kuasa Hukum atau Konsu!tan

Pajak, apakah kuasa hukum dibidang perpajakan merupakan profesi yang

bebas yang meminki peran dan fungsi yang untuk menegakkan hukum,

kebenaran, keadilan dan hak asasi inariusia dibidang perpajakan?,

kernudian apakah kuasa dalam perpajakan merupakan bagian dari

penyelenggaraan peradilan yang jujur, adjl, dan meiniliki kepastian hukum

bagi pencari keadilan dibidang perpajakan dalam menegakkan hukum,

kebenaran, keadilan, dan hak asasi inariusia? Apa perlindungan, jaminan

dan pengakuan profesi Kuasa dibidang perpajakan merupakan bagian atau

unsur dari sistem peradilan pajak?. Menurut Pemohon, halinitidak ada

kepastian hukumnya. Padahaljelas dalam UU Pengadi!an Pajak disebutkan

bahwa Pengadilan Pajak adalah tempat bagi Pemohon/wajib pajak untuk

keadilan. Apakah dengan adanya penunjukan Kuasa o1eh

IDemohonlwajib pajak, Pengadi!an Pajak menjadi bukan untuk mencari

keadilan?, halinijelas menunjukkan bahwa kuasa yang ditunjuk o1eh

Pemohon/WajibPajak tidak diakui eksistensinya sebagai profesi yang berperan
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dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang jujur, adj!, dan meiniliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dibidang perpajakan daiam
menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi inariusia, Jika

meinarig diakui, sepengetahuan Pemohon tidak ada ketentuan dan kepastian
hukum yang menunjukkan bahwa kuasa hukum Warib Palak atau Konsultan
Pajak dapat meIaksanakan tugasnya secara bebas atau independent atau
merupakan bagian dari unsur penegakan keaditan daiam peraditan pajak.
Dengan tidak adanya kepastian hukum independensi Kuasa Hukum Wajib Pajak
dan kedudukan hukum Kuasa dalam sistem peradilan pajaK, menurut Pemohon

adalah wajar Kuasa tidak dapat meIaksanakan tugasnya untuk meIindungi hak
dan kepentingan Pemohon/Wajib Palak. Ha!inIjuga menimbulkan diskriminasi

kepada Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan Kuasa Hukum lain yang
berprofesi dibidang penegakan hukum seperti advokat yang dirempatkan daiam
sebagai profesi yang bebas, inaridiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan
hukum chiamin dan dilindungi o1eh undang-undang advokat.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut mengenai kewenangan
Meriteri Keuangan beadasarkan pasal-pasal yang diajukan un materii1 o1eh

Reinohon, yaitu kewenangan Mentori Keuangan untuk mengatur dan
menentukan persyaratan dan pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, Pemohon
merasa hak pemohon untuk menunjuk Kuasa Hukum yang bebas, inaridiri dan

benanggungjawab dalam mewakili kepentingan Pemohon telah terciderai,

karena kewenangan Meriteri Keuangan tersebut adalah intervensi dan

menempatkan kedudukan Meriteri Keuangan yang Iebih tinggi atau superior

dibandingkan dengan Wajib Palak/Kuasa. Sehingga menurut penalaran yang
wajar dan masuk akal pelaksanaan hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak dapat

atau berpotensi menjaditidak netra1. 01eh karena itu, Ketentuan pasa!-pasal

yang dinji materii1 o1eh Pemohon mengenai kewenangan Meriteri Keuangan

untuk menentukan persyaratan sena pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa,

daiam Tangka mewaki!I kepentingan Pemohon telah bertentangan dengan

konstitusi yaitu norma Pasa1 280 ayat (3) UUD 1945 (P-I). Bahwa dengan

dikabulkannya permohonan ini, potensi kerugian Pemohon tidak akan tenadi,

*
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IV. Petitum

Beadasarkan alasan-alasan hukum dan Konstitusionalitas yang telah diuraikan
tersebut diatas, inaka Reinohon dalam halini memohon agar Maielis Hakim

Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Pemohon;

2. Menyatakan Pasa1 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka!i
diubah terakhir dengan Unda_rig-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasa1 34

ayat (2c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasa1 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasa1 34

ayat (2c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak tidak

me iniliki kekuatan hukum mengikat;

4, Memerintahkan amar putusan Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasa1 32 ayat (3a)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa ka!i diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor t6 Tahun 2009 dan Pasa1 34 ayat (2c) Undang-undang Nomor

14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak untuk dimuat daiam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang seadil~

adjlnya - EXAequo at Bono.

Hormat Saya

Cuaca, SH. , MH

^
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